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ABSTRAK :

CATATAN :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Dasar dan Menengah tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun
2008; UU No. 20 Tahun 2023; PERPRES No. 188 Tahun 2024; PERPRES No. 18 Tahun
2025; PERMENDIKDASMEN No. 01 Tahun 2024.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Lingkup Standar Kompetensi Lulusan;
Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini; Standar Kompetensi
Lulusan pada Jenjang Pendidikan Dasar; Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang

Pendidikan Menengah; Ketentuan Penutup.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2025.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penghitungan pemotongan dan
pengurangan tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis
Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 675)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 1594) sampai dengan sistem manajemen kepegawaian terkait
pemotongan dan pengurangan tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri
ini disesuaikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan

Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 675); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1785); dan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1594), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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